BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Mengingat

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL
KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO KUALA,

a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor 105
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Susunan Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat
Daerah, dan dalam rangka optimalisasi dan pelaksanaan
tugas dan fungsi Dinas Sosial, perlu disusun uraian tugas
yang merupakan penjabaran tugas dan fungsi satuan kerja

- perangkat daerah sesuai peraturan daerah dan peraturan
- bupati tersebut di atas. ’

b. bahwa untuk maksud dan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a. perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
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Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,

Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor

6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
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diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
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Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20i4 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20 16 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
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dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

nvﬂ'!]nn‘lnnn At Ik n] Darn ntalh NAra 1
t\,ntang Per an Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

h‘l TFNTA tantnnoa Darancirot Tlaewrnin 0T pmhavnﬂ |\|Qﬂﬁf‘n
NS AN LLRRARLE, L VA QUARRINAL AU UL (Al el vaRwL

Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah

2020 te*xtang Perubahan Atas Peraturan Pemermtah Nomor
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68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Ne.qara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

At Asronn

k +alnl o P 1o
0buu¢.u.l..l.l.l.m.lcl. Ll i ubll;ml

Da A antars TMala
rerataran el vauaim

Negeri Nomor LQO Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Nomor 8C Tahun 2015
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Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
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Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada
Iinstansi Pemerintah unituk Penyedernanaan Birokrasi
(Berita Negara Repubiik indonesia, Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun
2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);

Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barto
Kuala;

Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2022
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Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
"‘"gos dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
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penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Barito Kuala.

hast
Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bap ti adalah Bupati
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD daiam
penyeienggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan dan Kecamatan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang
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Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.
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Sekretariat, Bidang, dan Sub Bagian Dinas adalah Sekretariat, Bidang, dan
Sub Bagian Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.
Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial.

Jabatan Fungsional adalah qpkplnrnnnk iabatan yang herisi ﬁ_1nm:1 dan tuigas
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keterampilan tertentu.

BAB II
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
BAGIAN KESATU

DINAS SOSIAL

Pasal 2
Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan
pewmerintahan di bidang sosial.
UlituK inclaksanakaii tugas Sscbagaiiai A KST
Sosial menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan
jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta kelembagaan dan pemberdayaan
sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

h, DPelalesanasn pnmb‘naoh umum di hw:lohg pnrhnduﬂn'on dan 1a_nfunan
scsial, rehabilitasi sosial, serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial;
c. Pelaksanaan keoordinasi pﬂ‘ aksanaan tugaes dan pembenan duk*mgo n
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perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta kelembagaan
dan pemberdayaan sosiai;

d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang
perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta kelembagaan
dan pemberdayaan sosial;

e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan
jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta kelembagaan dan pemberdayaan
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f. Pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas
dan fungsi Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. Menvusun dan menetankan kebijakan teknis sebagai nedoman dan
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sosial.
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c. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan urusan pemerintah
daerah di bidang sosial, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas
Sosiai.

d. Melaksanakan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin
kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas Sosial. '

e. Mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang sosial
yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

f Menvelenaooaralzan dan atany memfagilitaosi keria sam

ker;,a perangkat daerah instansi, masyarakat dan pemangku

£
£
D
3
2
S
3
4]
£

mnir
ASANANR L Ay VNS NSACAL

g. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil - hasil pelaksanaan
urusan pemerintah daeran di bidang sosial, yang menjadi tugas pokok
dan fungsi Dinas Sosial.

h. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran
dan kekayvaan daerah pada Dinas Sosial.

i. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai,
peningkatan kompetensi dan penilaian kinerjia setiap Degawai selaku
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bidang sosial.
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pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang sosial.

k. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan
urusan bidang sosiai.

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati, wakil bupati dan
atau sekretaris daerah.

Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :

a. Sekretariat

b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

0. Ridano Rehabilitasi Soegial

d. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial
e. Unit Pelaksana Teknis Daerah;dan

f. Jabatan Fungsionai

BAGIAN KEDUA
SEKRETARIAT

Pasal 3

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf a
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penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, serta
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Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
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Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional Delaksanaan
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perencanaan, keuangan, asct, akuntabilitas kmerja dan ps.laporan
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pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian,
perencanaan, Kkeuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan peiaporan
bidang perilndungan dan jaminan sosiai, rehabilitasi sosiai serta
kelembagaan dan pemberdayaan sosial.

Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standart operasional,
rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan pelayanan
ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan,
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Mengendalikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan ketatalaksanaan
perkantoran, periengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset,
akuniabiiitas kinerja dan peiaporan iingkup Dinas Sosiai.

Menyelia (melakukan supervisij dan membina operasionalisasi
pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan,
kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan
pelaporan lingkup Dinas Sosial.

. . .
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daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan_ lainnya,
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melalui kegiaten bidangbideng dinas delom pelaksanaan fasilitasi
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pembangunan desa, dan = pemberdayaan = masyarakat = serta

penyeienggaraan kesekretariatan dinas.

Mengkoordinasikan pelaksanaan evaiuasi dan peniiaian hasii kinerja
secara periodik pada masing-masing bidang dinas serta pelaksanaan
kegiatan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan,
kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan
pelaporan lingkup Dinas Sosial.
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pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Dmas Sosial.
hﬁpnﬁbnnrﬂ1ﬂoc1boﬂ don melalrganalzan nemhi inaan silkan nerilalni dan
dicinlin necawai  nenincizatan izomneitenei dan neniiaian kineria cetfian
Siphn pegawar, peningiatan geom re 1] scuap

pegawali, selaku individu dan dalam organisasi pada Dinas Sos1al
Mengkoordinasikan dan menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup
hasii kinerja dan hasii peniiaan kinerja bidang-bidang dinas dan
kesekretariatan dinas, sebagai suatu bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial.

Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan
fungsi Dinas Sosial.
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Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
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Pasal 5

Sub Bagian Umum dan Kenegawaian mempunyai tugas membantu
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dukungan administrasi di bidang umum dan kepegawaian kepada scluruh
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a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan
penatausahaan surat-menyurai, pengeioiaan periengkapan kantor dan
gedung kantor; pengelolaan ketatalaksanaan pekantoran, pengadaan
barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai,
penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan
kompetensi dan penilaian kineja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan
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mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian
kepada sekretariat sesuai kebijakan operasionai, pedoman dan petunjuk
operasionai yang ditetapkan.

b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar
operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan
penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan
gedung kantor; pengelolaan ketatalaksanaan pekantoran, Dengadaan
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enyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan
peny J 1]

v 3 i1 1
kompetensi dan penilaian kineja setiap pegawai, pelayanan pengelclaan
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mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan
sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disipiin dan
kinerja pegawai, peiayanan pegawai lainnya, seria
mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian
kepada sekretariat lingkup Dinas Sosial.

c. Melaksanakan secara operasionalisasi dan mengendalikan tata
operasional pelaksanaan penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan
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pekantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku
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Izerja, peningikatan r:emp@m“‘M dan penilaian kineja sefiap pegawai,
pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian
dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan
pangkai, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai,
kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan pegawai
lainnya, serta mempertanggungiawabkan dan melaporkan hasil kinerja
sub bagian kepada sekretariat lingkup Dinas Sosial.

d. Membantu menyiapkan bahan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis
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e. Melaksanakan secara operasionalisasi dan mengendalikan tata
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ketatalaksanaan perkantoran lingkup Dinas Sosial.

f. Melaksanakan secara operasionalisasi dan mengendalikan tata
operasionai, pembinaan sikap periiaku dan disipiin pegawai, penyusunan
analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan
penilaian kineja setiap pegawai. pelayanan pengelolaan pegawai melalui
sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data
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kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan
penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja

pegawai, Delavanan negawai lainnva. serta mempertanggungjawabkan
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Menyusun bahan dan membantu melaksanal kerja sama dengan
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pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor; pengelolaan
ketatalaksanaan pekantoran, pengadaan barang milik daerah,
pembinaan sikap perilaku dan disipiin pegawai, penyusunan analisis
jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian
kineja setiap pegawai, pelayvanan pengelolaan pegawai melalui sistem
informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data
kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan
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pegawai, pelayanan pegawai lamnya, serta mempertanggungjawabkan
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dan melapcrko n hasil kin m‘j,a sub ba; g ian hngkup Dinas Sosial.
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penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan
gedung kantor; pengeioiaan ketatalaksanaan pekantoran, pengadaan
barang miiik daeran, pembinaan sikap periilaku dan disipiin pegawali,
penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan
kompetensi dan penilaian kineja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan
pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses
mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat. proses pengenaan
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kinerja pegawai, pelayanan pegawai lainnya, serta *nempertanggung
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perlengkapan kantor dan gedung kantor; pengelolaan ketatalaksanaan
pekantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku
dan disipiin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban
kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kineja setiap pegawai,
pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian
dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan
pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai,
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lainnya, serta mempe*targgun'awabkan dan mclaporkan hasil kmexja
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Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaan
kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban daiam peiaksanaan
penatausahaan surat-menyurai, pengeioiaan periengkapan kanior dan
gedung kantor; pengelolaan ketatalaksanaan pekantoran, pengadaan
barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai,
penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan
kompetensi dan Denilajan kineja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan
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mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan

annlrai Aan nancoha hn nacnuarai bramniloal Finolrad Al
AICAL LML wicers HU.I.LS.I. .l.(tl.l. 5““‘.‘. vu&.L bl\lsa YVELl, LLU.I..L.I.P.I.‘.OI.D.I. (..u..l.s.nxu. [ER. @ §

lﬂﬂn‘l’;ﬂ Y\DITO‘FTTO"I ‘I’\Plﬂ"TOﬂﬂﬂ nD"O“TO‘I 'O‘ﬂh'\'TO @DWG mnmﬂnrfonnm‘lﬂn
irineria pegawai, pelayanan pega izinnya, seria memperianggung
jawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian lingkup Dinas
Sosiali.

Meiaksanakan tugas iain dalam rangka mendukung tugas pokok dan
fungsi Dinas Sosial.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.



po—
S

———
S——

Pasal 6

Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu
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dukungan administrasi di bidang perencanaan, keuangan dan aset kepada
selarah unit organisasi di ingkungan Dinas Sosial.
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a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional penyusunan
perencanaan kinerja dan keuangan, penataan keiembagaan pengeioiaan
akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja, penyusunan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan arus kas,
penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan
laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan
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milik daerah, pengusulan penggunaau, manfaatan,

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, den penata isahaan
.
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daerah sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasmnal
yang ditetapkan.

b. Menyusun dan memiasilitasi perencanaan program dan kegiatan sesuai
standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme penyusunan
dan evaluasi, melalui kompilasi bahan vang diterima sub bagian dari
setiap bidang dan unit kerja lainnya di Dinas Sosial.

c. Menyusun dan memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penyusunan
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akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja, penyusunan
pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan arus kas,
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laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan
perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, barang
miiik daerah, pengusuian penggunaan, pemaniaatan,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan
barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik
daerah.

d. Melaksanakan secara operasionalisasi penatausahaan penyusunan
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akuntabilitas km»rja dan penyusunan laporan &mexja penyusunan
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laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan
perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, barang
milik daeran, pengusuian penggunaan, pemaniaatan,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan
barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik
daerah melalui mekanisme pencatatan, pembukuan dan pemeriksaan

dokumen keuangan dan aset lingkup Dinas Sosial.

.
e. Mengendalikan  tata  operasional  penatauszhaan  penyusunan
perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan pengelolaan
Lo
akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja, penyusunan
nﬂonnm*nﬂmovxrqnnﬂ "‘\O‘lﬂ‘l,(‘ﬁﬂﬁﬂﬂ ﬂﬂ"ﬂﬂ"')ﬂ NOMMITTTICTIIOM QY IC 'l}'OQ‘
periangpungjawaban  pelaksanaan anggaran, penyusunan arus kas,

penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan
laporan operasionai, penyusunan neraca, penyusunan laporan
perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, barang
milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan,
pemindahtanganan, pemusnahan., penghapusan, dan penatausahaan
barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik



[y
.

daerah melalui mekanisme verifikasi dokumen keuangan dan aset serta
menyusun lapoan keuangan dan aset satuan organisasi peangkat daerah
secara periodik sesuai standar vang telah ditetapkan.
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pemanfaatan keuangan dan aset berdasarkan laporan keuangan setiap
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Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan
satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya daiam peiaksanaan Ifasiiitasi penyusunan dan
evaluasi program dan kegiatan perencanaan, keuangan dan aset lingkup
Dinas Sosial.

Menilai hasil operasional secara periodik pelaksanaan fasilitasi
penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan, fasilitasi dan pelayanan
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Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas penyusunan
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pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan arus Kkas,
penyusunan Ilaporan perubahan saido anggaran iebih, penyusunan
iaporan operasionai, penyusunan neraca, penyusunan iaporan
perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, barang
milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan
barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik
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sub bagian perencanaan, keuangan dan aset.
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individu dan dalam organisasi pada sub bidang perencanaan, keuangan
dan aset.

Menyusun bahan iaporan akuntabiiitas atas hasii kinerja organisasi dan
individu, yang sekaligus sebagai pertanggung jawaban dalam
pelaksanaan penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, penataan
kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan
kinerja, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran,
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lebih, penyusunan laporan operaslonal penyusunan neraca, penyusunan
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pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausanaan
barang miiik daerah, serta pengamanan dan pemeiiharaan barang miiik
daerahn lingkup Dinas Sosial.

Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan
fungsi Dinas Sosial.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.

BAGIAN KEEMPAT
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Pasal 7

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu dinas
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bidang perlindungan dan jaminan sosial.
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a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan
perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi program dan kegiatan
perlindungan sosial dan bencana, dan jaminan sosial keluarga sesuai

.
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urusan pemerintah daerah di bidang sosial.
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perlindungan sosial dan bencana, dan jaminan sosial keluarga.

¢c. Menyelia (melakukan supervisij dan membina operasionalisasi
periindungan sosiai dan bencana, dan jaminan sosial keiuarga.

d. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan perlindungan sosial dan
bencana, dan jaminan sosial keluarga.

e. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan
organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku
kcpentingan  lainnya dalam  pclaksanaan ucrhndungan sosial dan
bencana, dan jaminan sosial keluarga
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sosial dan b oCiiCaiia, dan quj.u.u.a.t.l sosial Kchuar ga.

g. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta
pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang perlindungan
dan jaminan sosial.

h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai,
peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku
individu dan dalam organisasi pada bidang perlindungan dan jaminan
sosial.

i. Menvusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil

penilaan kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan

perlindungan dan jaminan sosial.

Melalraanalzan tuoac lain dalam foﬂrﬂ}'o meaendinlns 10ty

fungsi Dinas Somal.

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Scsial.

fomuk o
)

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu dinas menyiapkan
pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang

rehahilitasi gosgial

a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasionai peiaksanaan
rehabiiitasi sosiai, yang meiiputi program dan kegiatan rehabiiitasi tuna
sosial, anak dan korban penyalahgunaan NAPZA serta lanjut usia dan
rehabilitasi penyandang disabilitas sesuai kebijakan teknis, pedoman dan
petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang
sosial.

b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standart operasional,
rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial,
anak dan korban penyalahgunaan NAPZA serta lanjut usia dan
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c. Menyelia (melakukan supervisij dan membina operasionalisasi
pclaksanaan rchabilitasi tuiia sosial, anak dan korban penyalahgunaan
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d. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial,
anak dan korban penyalahgunaan NAPZA serta lanjut usia dan

rehahilitaci npnvnnr]n‘ng dicahilitas,
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organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku
kepentingan 1ainnya dalam pelaksanaan rehabiiitasi tuna sosial, anak
dan korban penyaiahgunaan NAPZA serta ianjut usia dan rehabiiitasi
penyandang disabilitas.

f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan

rehabilitasi tuna sosial, anak dan korban penyalahgunaan NAPZA serta

v
19111111' 1igia dan rehghilitasi ppnvgnr]gno dicahilitag.

Menyeiia ({melaitukan supervisiy perencanaan, pemanfaaian seria
pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Rehabilitasi Sosial.
h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai,

nemngkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku
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ndividu dan dalam organisasi pada hidang Rehahilitasi Sosial.
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ienyusun
pemlaan kmer_pa sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan
Rehabilitasi Sosial.

J- Melaksanakan tugas lain dajam rangka mendukung  tugas pokok dan
fungsi Dinas Sosial.

k. Melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.

BAGIAN KEENAM
BIDANG KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pasal 9

Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu
dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi

di biﬂnno sosial
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a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan
sosiai, yang meliputi program dan kegiatan pemberdayaan sosiali dan
penanganan fakir miskin serta restorasi kelembagaan dan pengelolaan
sumber dana sosial sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk
operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang sosial.

b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standart operasional,
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dan penanganan fakir miskin serta restorasi kelembagaan dan
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pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin serta
restorasi kelembagaan dan pengelolaan sumber dana sosial.

d. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan pemberdayaan sosial dan
penanganan fakir miskin serta restorasi ke]pmhnon,_p dan npnorpln]aa_n
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e. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja
perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan
lainnya dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir
miskin serta restorasi kelembagaan dan pengelolaan qumber d'ma sosial.
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pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin serta restora31
kelembagaan dan pengelolaan sumber dana sosial.
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Menyelia (melakukan supervisil] perencanaan, pemanfaatan serta
pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang sosial.

el

Melaksanakan pez:ﬁbmaar sikap ﬁeﬂ?ﬂlﬂ1 dan disiplin pegawai,
) . . . .
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peiungia IDElETIS Al Penlan neriy seign pegawal seimko

individu dan dalam orgamsam pada bidang sosial.

Menyubun ldp()rdl'l akuniabiiitas yang men(,au(up nasii KIHCI]d dan nasii
pCI.lllcld.I.l MIJ.CIJd. bCUd.ch. Suatu _[JC.[ Lculgguug;deUd_u ud.ldlll _[JCldecUld.dJl
Sosial.

Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan
fungsi Dinas Sosial.

Melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.

BAGIAN KETUJUH
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Pasal 10

Ketentuan mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

Jov—
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BAGIAN KEDELAPAN
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f
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tarlrnit A
NEawas yang memﬂ;k; ke.,ern’ea tan dengan pelaksanaan tugas Jabatan
peng yeng

:

dabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Jabatan Fungsionai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari
sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kergja.

Jenis dan }pr-n'a-nn' Jabatan F‘11hne1oﬂo1 enhgng1mono dimaksnd r\aﬂo avr
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(2) diatur sesuai dengan ketentuan per raturan perundang-undangazr

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan
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Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bldang yang
erkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

(I) CJ‘

C"ll')!
Masmg—masing Sub Bagian pada Dinas Sosial dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Barito
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Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
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UltetapKan di Marabahan

Diundangkan di Marabahan
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